
Level 1 (Eselon II)

Level 2 (Eselon III)

1. Persentase tindak lanjut hasil 

pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang 

diselesaikan

2. Persentase tindak lanjut  hasil 

pemeriksaan (TLHP) APIP yang 

diselesaikan

1. Formulasi: 

Jumlah rekomendasi pengawasan 

BPK yang selesai ditindaklanjuti 

dibagi jumlah seluruh rekomendasi 

pengawasan BPK dikali 100

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Rekap TLHP BPK

2. Formulasi: 

Jumlah rekomendasi pengawasan APIP 

yang selesai ditindaklanjuti dibagi 

jumlah seluruh rekomendasi 

pengawasan APIP dikali 100

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

SIM HP (Sistem Informasi Manajemen 

Hasil Pengawasan)

Formulasi: 

Laporan Hasil Reviu (LHR) BPKP

Tipe Perhitungan: 

Non Kumulatif

Sumber data: 

Laporan Hasil Reviu (LHR) BPKP

Penjelasan

Formulasi: 

Laporan Hasil Reviu (LHR) BPKP

Tipe Perhitungan: 

Non Kumulatif

Sumber data: 

Laporan Hasil Reviu (LHR) BPKP

CASCADING INSPEKTORAT DAERAH

Tujuan OPD

Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Indikator Kinerja Tujuan

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

SASARAN

TUJUAN

PenjelasanSasaran OPD

Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas hasil pengawasan

Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Indikator Kinerja Program 2

Persentase Capaian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah)

Penjelasan

Formulasi: 

Hasil Monev KPK

Tipe Perhitungan: 

Non Kumulatif

Sumber Data: 

Monev KPK

Indikator Kinerja Program 1

Penjelasan

Sasaran Program Penyelenggaraan Pengawasan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan 



Level 3 (Eselon IV)

Sasaran Sub Kegiatan Pengawasan 

Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran Sub Kegiatan Pengawasan 

Keuangan Pemerintah Daerah

Sasaran Sub Kegiatan Reviu Laporan 

Kinerja

Sasaran Sub Kegiatan Reviu Laporan 

Keuangan

Sasaran Sub Kegiatan Pengawasan Desa Sasaran Sub Kegiatan Kerjasama 

Pengawasan Internal

Terlaksananya Pengawasan Kinerja 

Pemerintah Daerah secara efektif dan 

efisien

Terlaksananya Pengawasan Keuangan 

Pemerintah Daerah  secara efektif dan 

efisien

Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja 

secara efektif dan efisien

Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan 

secara efektif dan efisien

Terlaksananya Pengawasan Desa secara 

efektif dan efisien

Terlaksananya Kerjasama Pengawasan 

Internal secara efektif dan efisien

Indikator Sub Kinerja Kegiatan 1 Indikator Sub Kinerja Kegiatan 2 Indikator Sub Kinerja Kegiatan 3 Indikator Sub Kinerja Kegiatan 4 Indikator Sub Kinerja Kegiatan 5 Indikator Sub Kinerja Kegiatan 6

Jumlah OPD yang mendapatkan 

pengawasan kinerja

Jumlah OPD yang mendapatkan 

pengawasan keuangan

Jumlah laporan kinerja Pemerintah 

Daerah yang direviu

Jumlah laporan keuangan Pemerintah 

Daerah yang direviu

Jumlah desa yang mendapatkan 

pengawasan

Jumlah kerjasama pengawasan internal 

yang dilaksanakan

1. Jumlah TLHP BPK RI yang 

dimonitoring dan dievaluasi 

2. Jumlah TLHP APIP yang dimonitoring 

dan dievaluasi 

Penjelasan Penjelasan Penjelasan Penjelasan Penjelasan Penjelasan

Formulasi: 

Jumlah OPD yang mendapatkan 

pengawasan kinerja

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Laporan Kegiatan

Formulasi: 

Jumlah OPD yang mendapatkan 

pengawasan keuangan

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Laporan Kegiatan

Formulasi: 

Jumlah laporan kinerja pemerintah daerah 

yang direviu

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Laporan Kegiatan

Formulasi: 

Jumlah laporan keuangan pemerintah 

daerah  yang direviu

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Laporan Kegiatan

Formulasi: 

Jumlah desa yang mendapatkan 

pengawasan

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Laporan Kegiatan

Formulasi: 

Jumlah kerjasama pengawasan internal 

yang dilaksanakan

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Laporan Kegiatan

Formulasi: 

Jumlah TLHP BPK RI yang dimonev

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: Laporan Kegiatan

Formulasi: 

Jumlah TLHP APIP yang dimonev

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: Laporan Kegiatan

Penjelasan

Sasaran Sub Keg Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 

dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP secara efektif dan efisien

Indikator Sub Kinerja Kegiatan 7

Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Terlaksananya pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah secara 

efektif dan efisien

Indikator Kinerja Kegiatan 1

Jumlah LHP Pengawasan Internal terjadwal dalam PKPT yang terbit tepat waktu

Penjelasan

Formulasi: 

Jumlah LHP Pengawasan Internal terjadwal dalam PKPT yang terbit tepat waktu

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Rekap LHP terbit



Sasaran Sub Keg Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Sasaran Sub Keg Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 

secara efektif dan efisien

Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu secara efektif dan 

efisien

Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan 2

Jumlah Permintaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 

memenuhi kriteria yang ditindaklanjuti 

Jumlah OPD yang mendapatkan pengawasan dengan tujuan tertentu 

non-aduan/kasus

Penjelasan Penjelasan

Formulasi: 

Jumlah permintaan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah 

memenuhi kriteria yang ditindaklanjuti

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Laporan Kegiatan

Formulasi: 

Jumlah OPD yang mendapatkan pengawasan dengan tujuan tertentu 

non-aduan/ kasus

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Laporan Kegiatan

Jumlah LHP Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu terjadwal dalam PKPT yang 

terbit tepat waktu

Penjelasan

1. Formulasi: 

Jumlah LHP PDTT terjadwal dalam PKPT yang terbit tepat waktu

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Rekap LHP terbit

Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT) penyelenggaraan 

pemerintahan daerah secara efektif dan efisien

Indikator Kinerja Kegiatan 2



Sasaran Sub Keg Perumusan Kebijakan Teknis 

di Bidang Pengawasan

Sasaran Sub Keg Perumusan Kebijakan Teknis 

di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Sasaran Sub Keg Pendampingan, 

Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi

Sasaran Sub Keg Koordinasi, Monitoring 

dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan 

dan Pemberantasan Korupsi

Sasaran Sub Keg Pendampingan, 

Asistensi dan Verifikasi Penegakan 

Integritas

Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di 

Bidang Pengawasan secara efektif dan efisien

Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di 

Bidang Fasilitasi Pengawasan secara fektif dan 

efisien

Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, 

Verifikasi, dan Penilaian Reformasi 

Birokrasi secara efektif dan efisien

Terlaksananya Koordinasi, Monitoring 

dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan 

dan Pemberantasan Korupsi secara 

efektif dan efisien

Terlaksananya Pendampingan, Asistensi 

dan Verifikasi Penegakan Integritas 

secara efektif dan efisien

Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indikator Sub Kinerja Kegiatan 2 Indikator Sub Kinerja Kegiatan 3 Indikator Sub Kinerja Kegiatan 4

Jumlah Peraturan dan Keputusan Bupati tentang 

kebijakan teknis di bidang pengawasan yang 

ditetapkan/dievaluasi

Jumlah Peraturan dan Keputusan Bupati 

tentang kebijakan teknis di bidang fasilitasi 

pengawasan yang ditetapkan/dievaluasi

1. Jumlah OPD yang mendapatkan 

Pendampingan dan Asistensi Urusan 

Pemerintahan Daerah;

2. Jumlah APIP mengikuti Diklat/ Bimtek/ 

Workshop/ in house training

Jumlah OPD yang mendapatkan 

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan 

Penilaian Reformasi Birokrasi

Jumlah OPD yang mendapatkan 

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta 

Verifikasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi

Jumlah OPD yang mendapatkan 

pendampingan, Asistensi dan Verifikasi 

Penegakan Integritas

Penjelasan Penjelasan Penjelasan Penjelasan Penjelasan

Formulasi: 

Jumlah peraturan dan keputusan Bupati tentang 

kebijakan teknis di bidang pengawasan yang 

ditetapkan/dievaluasi

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Laporan Kegiatan

Formulasi: 

Jumlah peraturan dan keputusan Bupati 

tentang kebijakan teknis di bidang fasilitasi 

pengawasan yang ditetapkan/dievaluasi

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Laporan Kegiatan

Formulasi: 

Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan 

dan asistensi urusan pemerintahan daerah

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: Laporan Kegiatan

Formulasi: 

Jumlah APIP yang mengikuti Diklat/ 

Bimtek/ Workshop/ in house training

Tipe Perhitungan:  

Kumulatif

Sumber Data: Laporan Kegiatan

Formulasi: 

Jumlah OPD yang mendapatkan 

pendampingan, asistensi, verifikasi dan 

penilaian reformasi birokrasi

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Laporan Kegiatan

Formulasi: 

Jumlah OPD yang mendapatkan 

koordinasi, monitoring dan evaluasi serta 

verifikasi pencegahan dan 

pemberantasan korupsi yang 

mendapatkan

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Laporan Kegiatan

Formulasi: 

Jumlah OPD yang mendapatkan 

pendampingan, asistensi, verifikasi 

penegakan integritas

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Laporan Kegiatan

Sasaran Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara 

efektif dan efisien

Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan dan asistensi

Penjelasan

Formulasi: 

Jumlah OPD yang didampingi/diasistensi

Tipe Perhitungan: 

Kumulatif

Sumber Data: 

Laporan Kegiatan

Sasaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Jumlah Peraturan dan Keputusan Bupati di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang 

ditetapkan/ dievaluasi

Penjelasan

Formulasi: 

Jumlah Peraturan dan Keputusan Bupati di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang 

ditetapkan/ dievaluasi

Tipe perhitungan: 

Kumulatif

Sumber data: 

Peraturan dan Keputusan Bupati

Indikator Sub Kinerja Kegiatan 1

Penjelasan

Sasaran Sub Keg Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah secara efektif 

dan efisien

Indikator Kinerja Kegiatan 4

Terlaksananya perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan secara 

efektif dan efisien

Indikator Kinerja Kegiatan 3


